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Abstract 

Government-a public organization-is a part of a broader go- 
vernance system. It is a means of achieving a goal. These days, 
government is seen predominantly as a public organization set 
up by a society for the purpose of pursuing that society's 
development objectives. This comprises articulating the 
society's development-related demands, proposals and needs, 
aggregating them and implementing responsive solutions. 
Enjoyment of public consent constitutes the source of 
government's legitimacy. Transparency is a condition sine qua 
non for government's accountability vis-i-vis its oversight 
body. E-Government is a government that applies ICT to 
transform its internal and external relationships. Through the 
application of IT to its operations, a government does not alter 
its functions or its obligation to remain useful, legitimate, 
transparent and accountable. This application raises society's 
expectations about the performance of government, in all 
respects, to a much higher level. 

Key word: E-Government, legitimate, transparent and 
accountable. yang jitu dalam rangka mengem- 

1. Pendahuluan 
bangkan standar mutu pelayanan Selama lima tahun belakang- 
publik bagi negara negara berkem- an ini, ilmuwan pemerintahan dan 
bang di Indonesia. Tidak kurahg da- 

juga badan badan resmi PBB untuk ri (ww,un pan, erg) dan pelayanan publik terus mengeva- 
luasi dan sekaligus mencari strategi World Public Sector misalnya, sela- 

lu saja mengembangkan ide dan 
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5. Masalah yang Dihadapi oleh bani kantor yang mahal dan muba- 
Negara Sedang Berkembang zir. - 

Masalah lain dalam inovasi 
dan penggunaan IT khususnya di 
negara negara sedang berkembang 
seperti Indonesia adalah terbatasnya 
keterampilan dan kultur birokrasi 
sipil. Pegawai negeri sipil hamslah 
sanggup dan bersedia untuk mendu- 
kung e-government atau setidaknya 
hams bersedia belajar dan bembah. 
Kultur yang ada dalam tubuh biro- 
krasi sipil menentukan penilaian 
terhadap kemungkinan kehilangan 
yang akan dibasilkan oleh penerap- 
an e-government terhadap individu 
pegawai negeri sipil dan juga terha- 
dap kekuatan dan efektivitas dari 
Iobi anti-pembahan . 

Demikian juga dengan masa- 
lah koordinasi. Koordinasi dan upa- 
ya yang dibutuhkan baik dalam 
maupun antar pemerintah hamslah 
diperkuat terlebih dulu sebelum 
aplikasi e-government diterapkan 
untuk menghindari penggandaan, 
menjamin inter-operabilitas dan me- 
menuhi ekspektasi-ekspektasi para 
pengguna. Kerangka legal e-go- 
vernment memunculkan kebutuhan- 
kebutuhan legal yang khusus dan 
ha1 ini hams disadari dan dihadapi 
sejak awal. Infrashuktur hams dini- 
lai berdasarkan latar belakang 
kebutuhan dan hasil yang diingin- 
kan. Keterbatasan infrastrukhu akan 
membatasi hasil maupun pengem- 
bangan yang direncanakan. Seba- 
liknya, jika berlebihan melampaui 
kebutuhan, ada babaya dan akan 
menjadi perlengkapan yang membe- 

Pemimpin sektor publik ha- 
ms berkomitmen terhadap e-go- 
vernment, memimpin dan memba- 
ngun dukungan luas baginya, dan 
berani untuk belajar. Hal ini akan 
menghadirkan tanda-tanda positif 
yang sangat penting yang dibutuh- 
kan oleh birokrasi sipil dari pucuk 
pimpinannya. 

Publik hams memiliki ke- 
terlibatan pribadi dalam pengem- 
bangan e-government. Ha1 ini hams 
diperkuat dengan secara aktif, sung- 
guh-sungguh dan kontinyu mengun- 
dang partisipasi masyarakat dalam 
pengembangan aplikasi e-govern- 
ment sehingga aplikasi IT akan 
membentuk kebiasaan hidup dan 
keja masyarakat. Harus ada visi 
dan rencana-rencana untuk menjem- 
batani jurang-jurang yang ada dalam 
keterampilan dan akses. Jika tidak, 
baik administrasi publik maupun 
masyarakat tak akan bisa berharap 
akan bisa melek dan sanggup meng- 
gunakan IT, yang mempakan bahan 
penting bagi keberhasilan e-go- 
vernment. Juga dalam ha1 ini di- 
perlukan kemitraan. Sejak awal, 
pemerintah hams melihat organi- 
sasi-organisasi di luar pemerintah- 
an sebagai mitranya dalam ha1 sum- 
ber keuangan, peningkatan keteram- 
pilan, akses yang lebih baik dan 
kapasitas yang memadai untuk 
membentuk jaringan IT. Kemitraan 
tak boleh dijalin dengan mengor- 
bankan transparansi, akuntabiltas 
atau kelayakan investasi secara 
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dakan transformasi jiwa entrepre- 
neur ini sebagaimana yang diideal- 
kan dan diangankan banyak orang . 
Walaupun, dimeja-meja diskusi me- 
reka menyetujui ide ini. 

Ketiga; Sudah adakah 
atau apa sajakah isi (content) dari 
proses tranformasi itu, yang da- 
pat dijadikan bahan rujukan spe- 
sifik dari proses dalam birokrasi 
kita? Persoalan yang muncul 
kemudian adalah, belurn adanya 
me-kanisme transformasi inovasi 
dan IT ini dalam sistem kelem- 
bagaan pemerintahan di mana 
mereka beke ja.  Jadi justru tatar- 

an sistemnya yang belum siap 
menerima usulan ini. 

Masuknya jenis-jenis tu- 
gas-tugas baru dalam pemerin- 
tahan; yaitu industrialisasi, per- 
dagangan antar negara, investasi 
asing, pengelolaan bantuan luar 
negeri, hal-ha1 baru yang berka- 
itan dengan otonomi daerah, 
mengharuskan pejabat di daerah 
beke j a  dengan kemampuan yang 
optimal. Apabila prasyarat di 
atas dapat terpenuhi maka ha- 
rapan akan Peningkatan pelayanan 
publik akan dapat ditingkatkan da- 
lam waktu yang cepat. 
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